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PUTUSAN
Nomor 294/Pdt.G/2014/PA.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pisipol, pekerjaan
Honorer Prov Kaltim, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai
Penggugat,

melawan
Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

Batu Bara, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Februari
2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan
register Nomor 294/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 13 Februari 2014,

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada
tanggal 20 Desember 2009, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

kantor Urusan Agvama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
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sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor : 1308/173/X11/2009 tanggal 20 Desember 2009.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di kediaman bersama orangtua Tergugat
di

Kota Samarinda selama *1,5 tahun kemudian pindah kediaman bersama di
rumah pemberian orangtua Tergugat di Jalan Damanhuri Perum.Bukit
Temindung Indah Blok.BM No.7 Kota Samarinda selama +1,5 tahun dan
terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di

Jalan Bhayangkara Kota Samarinda selama 8 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama
Anak 1, lahir di Samarinda, 16 Maret 2010. Dan anak tersebut sekarang

berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan tergugat

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan saya
sebagai Penggugat diusir oleh ibu Mertua dari pihak suami (Tergugat)
dikarenakan alasan yang tidak jelas. Adapun suami saya tidak ada
pembelaan terhadap saya. Suami hanya diam atas keputusan ibunya. Tidak
ada iktikad baik dari suami saya untuk menengahi akar konflik yang terjadi
antara saya dan ibunya. Setiap saya berusaha bertemu dengan ibu
mertua, ibu mertua saya selalu tidak ingin bertemu muka dan bersembunyi
di dalam WC kamarnya. Hingga pada akhirnya suami saya pergi
meninggalkan saya hingga * 3 bulan lamanya tanpa memberi nafkah lahir
batin dan saya mencoba menghubungi suami saya beberapa kali tetapi

selalu gagal.
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6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat,
namun Tergugat selalu emosi dan pergi meninggalkan saya pada malam

tanggal 23 November 2013.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2013 yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi

layaknya pasangan suami isteri yang sah.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, Penggugat menyatakan
tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat.
Oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama

Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak
pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap
persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut

masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 19 Februari 2014 dan
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tanggal 28 Februari2014, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena

adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian
antara Penggugat dan Tergugat, demikain pula majelis hakim tidak dapat
mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam
perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01
Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis
hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun
membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan

Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun
jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini

diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat pada

persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 1308/123/XI11/2009 tanggal 20
Desember 2009, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat; dan oleh ketua majlis setelah dicocokkan sesuai

aslinya dan bermaterai cukup diberi faraf dan tanda P.

Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak

kandung saksi;
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- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
sejak awal tahun 2010 yang lalu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih
sayang kepada Penggugat, sewaktu Penggugat diusir oleh orang tua
Tergugat tanpa alasan yang jelas Tergugat hanya diam saja tanpa
memberikan pembelaan kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat, yang mengakibatkan sering terjadi
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Nopember 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

- Bahwa saksi telah berulangkali mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal di Jalan DI. Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak
2 (dua) tahun lalu;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi pernah mendengar informasi dan pengaduan dari
Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan Tergugat telah diusir oleh orang tua Tergugat dari
rumahnya, dan saksi diminta bantuan oleh Penggugat untuk
mengangkat barang-barangnya untuk dibawa kerumah orang tuanya,
sedangkan Tergugat membiarkan saja dan bahkan pergi meninggalkan
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Nopember 2013 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha semaksimalnya mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan
sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi,
sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir

di persidangan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di

persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah
dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk
mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk
berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat
datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk
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datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya

alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang
Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah
dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha
menasehati Penggugat agar lebih bersabar lagi untuk menunggu kepulangan
Tergugat, namun tidak berhasil, selanjunya Majelis Hakim tidak dapat
mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008
tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan
melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat
maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu
tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya

harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat adalah
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2013 antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
dipicu karena pihak ketiga, yang mana ikut campurnya orang tua Tergugat
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sementara Tergugat
membiarkan saja, bahkan Penggugat sampai diusir oleh orang tua Tergugat
dari tempat kediaman bersama, yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember

2013, sehingga menyebabkan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat
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pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa

berita, oleh karenanya Penggugat menuntut cerai;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat
dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan kedalam alasan
perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu
antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap
di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah
mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini
merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk
pada aturan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang

dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah (bukti P),
yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil
sebagai alat bukti, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak
tanggal 6 Oktober 2008 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat
merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in

judicio) ;
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Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2
(dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2 (masing-masing ibu
kandung Penggugat dan tetangga), yang keduanya telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling
bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh
karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi
syarat formil dan materiil, sebagaimana Pasal 175 dan 309 R.Bg, karenanya

sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan
oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum yaitu bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena pihak ketiga, yakni ikut campurnya orang tua
Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga
menyebabkan sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat
sudah berpisah tempat kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah datang lagi dan komunikasipun

tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dan juga upaya Majelis
Hakim di persidangan mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati
Penggugat agar lebih bersabar lagi untuk menunggu kedatangan Tergugat
namun tidak berhasil, oleh karena Penggugat tidak bersedia lagi, dan bahkan
antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidak-tidaknya sudah
berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah
tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga
sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah
warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat

dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa
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untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak,
padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimna kaidah ushul

figh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan

yaitu :

ddlaol wl> e paio awlaall <) 5
Artinya “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan “ ;

J.lJJJJJOlI

Artinya :” Kemudharatan itu harus dihilangkan “;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar
keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus
sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana
dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis
Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat
menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan
Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
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Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang
perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud

oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua

biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan

dan dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat), terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4
Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda
yang terdiri dari, Drs. H. Jasri, S.H., M.H.l. sebagai Ketua Majelis, Dra. Alyah
Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-
hakim Anggota dan Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Jasri, S.H., M.H.l.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Alyah Salam, M.H. Drs. Tamimudari, M.H.

Panitera Pengganti,
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Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Proses Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp. 170.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000.-
Jumliah Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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